
BUPATI KARIMUN
PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR : 51 TAHUN 2025 

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2015 
TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN TERTIB ADMINISTRASI 
PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA 

BUPATI KARIMUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengajuan,
penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan 
bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Karimun 
dan menyesuaikan ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap 
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tata Tertib 
Administtrtasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik Kabupaten Karimun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut 
dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 
Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara 
Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Daerah Dan Tertib Administrasi Pengajuan, 
Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Karimun

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi 
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi 
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4880);



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002Nomor 111, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4801) sebagaimana telah diubah Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- 
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5189);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6863);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 
Politik (Lembar Negara Repubilk Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6177);



Memperhatikan

Menetapkan

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungj awaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 
Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan 
Laporan Pertanggungj awaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1777);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 14 Tahun 
2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politk 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2009 Nomor 
14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 2 Tahun 2014 tetang Perubahan atas Peraturan 
Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2014 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun 
Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2024 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 5);

11. Peraturan Bupati Karimun Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten 
Karimun Tahun 2012 Nomor 17);

12. Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2024 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah 
Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 63);

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun
Nomor 333 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi 
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

: PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN
2 0 1 5  TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, 
PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN 
DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN 
KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN KARIMUN



Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman 
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan 
Pertanggungj awaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
Kabupaten Karimun, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 5 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Besaran nilai bantuan persuara yang mendapatkan kursi di DPRD 
Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan 
Pasal 3 berdasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan 
APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan 
jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Karimun bagi 
Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.

(2) Penghitungan besaran nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud 
ayat (1) sebagai berikut:

untuk periode Pemilu 2024-2029 bagi partai politik yang mendapatkan 
kursi di DPRD Kabupaten Karimun adalah jumlah bantuan APBD 
Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 dibagi dengan jumlah 
perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Karimun 
Periode 2024;

untuk periode pemilu berikutnya bagi partai politik yang mendapatkan 
kursi di DPRD Kabupaten Karimun adalah jumlah bantuan APBD 
Kabupaten Karimun tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah 
perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Karimun 
Periode sebelumnya.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(2) Penghitungan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebagai berikut:

a. untuk periode Pemilu 2024-2029 adalah jumlah perolehan suara hasil 
pemilu 2024 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a;

b. untuk periode pemilu berikutnya adalah jumlah perolehan suara hasil 
pemilu berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan persuara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b;

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya 
disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun 
dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun

4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Karimun atas persetujuan Bupati 
Karimun menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik 
Tingkat Kabupaten dengan melampirkan Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan 
administrasi yang dipersiapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Kabupaten Karimun.

Pasal I



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun 
pada tanggal 19 N O V EM B E R  2025

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun pada 
tanggal 19 N O V EM B E R  2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

DJUNAIDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 NOMOR 51


